BAB V
PENUTUP

5. 1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangpakuan,

Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang
dilakukan oleh pemerintah Desa Karangpakuan sudah sesuai dengan
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
serta Peraturan Bupati yang berlaku. Disamping itu proses penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melibatkan masyarakat dimulai
musyawarah tingkat dusun maupun desa masyarakat terlibat dalam
penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). Serta dalam
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) berkoordinasi dengan
masyarakat agar program yang akan dilaksanakan tahun selanjutnya benar-
benar program yang melibatkan masyarakat banyak. Tetapi ada perbedaan
dalam evaluasi rancangan APBDes yang seharusnya di evaluasi oleh
bupati/walikota, di dalam penelitian ini di evaluasi oleh camat dan di
verifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Penerapan
prinsip akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Desa
Karangpakuan telah berjalan cukup baik dan perlu perbaikan dalam
akuntabilitas di Desa Karangpakuan yang dimana dalam perencanaan
APBDes dimulai pada bulan Juni, yang dilakukan pemerintah Desa
Karangpakuan pada bulan Oktober-November.

2. Kendala yang di hadapi oleh pemerintah desa dalam perencanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ada dua yaitu banyaknya usulan
masyarakat yang bertentangan dengan kewenangan Kabupaten dan
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terlambatnya pengesahan pagu anggaran yang membuat perhitungan anggaran
terhambat. Maka dari itu pemerintah desa harus bekerja lebih optimal, agar
meminimalisir terjadinya kendala dalam perencanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes).

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diakatakan bahwa perencanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Karangpakuan
cukup baik dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam
penyusunan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Namun untuk
dalam evaluasi terdapat perbedaan yang seharusnya Bupati/walikota yang
melakukan evaluasi perdes tentang APBDes sedangkan realitanya tidak
dengan Bupati/Walikota tetapi oleh pihak kecamatan, hal ini Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) hanya memverifikasi perdes

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

5.3 Kelemahan Penelitian

Penelitian ini memiliki banyak kelemahan dikarenakan adanya keterbatasan
pada penulis. Kelemahan tersebut diantaranya :

1. Informasi hasil wawancara maupun data masih banyak yang kurang
karena adanya data-data yang tidak ada di desa jadi tidak adanya
bentuk fisik yang terlampir

2. Tidak adanya observasi saat berlangsungnya musyawarah yang
diselenggrakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

3. Pembahasan yang kurang mendalam dalam perencanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

4. Tidak adanya pembanding dengan desa lain

5.2 Saran

Dikarenakan adanya keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian
ini sehingga hasil yang didapatkan belum maksimal secara keseluruhan dalam
tahap perencanaan. Untuk itu penulis menyarankan kepada penelitian
selanjutnya dalam metode pengumpulan data diadakannya observasi agar
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penelitian bisa mengikuti proses musyawarah di desa, hal ini akan mendalam
saat pembahasannya karena peneliti mengamati langsung saat proses
perencanaannya, dan baiknya untuk penelitiannya selanjutnya adanya
penambahan desa yang harus diteliti agar adanya pembanding dalam proses

perencanannya.
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